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Abstrak 

Penelitian ini berangkat dari persoalan dualisme pendidikan di Indonesia yang melahirkan ketimpangan 

legitimasi antara pengetahuan Islam dan pengetahuan modern sejak era kolonial hingga reformasi. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis transformasi dualisme pendidikan serta politik legitimasi pengetahuan 

Islam dalam sistem pendidikan Indonesia menggunakan perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan 

historis-sosiologis. Data diperoleh dari berbagai literatur akademik yang relevan dan dianalisis melalui 

reduksi data, kategorisasi temuan, interpretasi teoritis, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dualisme pendidikan merupakan konstruksi historis yang menempatkan pendidikan 

modern sebagai pemegang legitimasi simbolik dominan, sementara pendidikan Islam mengalami 

subordinasi epistemologis. Pada era reformasi, pengakuan formal terhadap madrasah, transformasi IAIN 

menjadi UIN, dan integrasi ilmu memperkuat posisi kelembagaan pendidikan Islam. Namun, legitimasi 

keilmuan masih didominasi paradigma pendidikan modern sehingga dualisme epistemologis belum 

sepenuhnya teratasi. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan Islam telah meningkatkan 

legitimasi kelembagaan, tetapi belum mengubah secara fundamental struktur kekuasaan pengetahuan yang 

diwariskan sejak masa kolonial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi 

epistemologi Islam dan ilmu modern dalam kebijakan pendidikan nasional. Keterbatasan penelitian terletak 

pada penggunaan data kepustakaan sehingga belum menggambarkan praktik negosiasi legitimasi 

pengetahuan Islam pada level empiris dan institusional secara langsung. 

 

Kata Kunci: Dualisme Pendidikan, Legitimasi Pengetahuan, Pendidikan Islam, Pierre Bourdieu, 

Reformasi 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan tidak sekadar menyampaikan informasi atau menyebarkan pengetahuan. Pendidikan 

juga merupakan arena politik legitimasi yang menentukan jenis dan bentuk pengetahuan mana yang 

dipandang sah (Heleta & Chasi, 2024). Dalam praktiknya, sistem pendidikan tidak hanya mengajar; ia 

memilih pengetahuan yang diakui, menyingkirkan yang dianggap tidak relevan, dan memberi label pada 

sebagian tradisi sebagai ketinggalan zaman. Dari proses seleksi ini muncul hierarki pengetahuan yang 

berlandaskan kriteria modernitas. Kurikulum resmi, gelar, sertifikasi, dan standar akademik menjadi 

rujukan yang mengangkat ilmu modern, rasional, dan universal, sementara tradisi keilmuan lain sering 

diperlakukan sebagai pengetahuan yang tidak sejajar secara metodologis dan institusional (Perwez, 2025). 

Melalui lensa Pierre Bourdieu, mekanisme tersebut adalah bentuk legitimasi simbolik. Otoritas 

pengetahuan tidak hanya ditegakkan lewat kekuasaan institusional, tetapi juga lewat pengakuan sosial yang 

tampak wajar dan sah. Sekolah dan lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat produksi dan reproduksi 

modal budaya tertentu, terutama modal yang berbasis pengetahuan Barat, bahasa ilmiah, dan keterampilan 

modern (Pamungkas et al., 2026). Mereka yang berhasil menginternalisasi modal budaya dominan 

memperoleh keunggulan simbolik yang memperkuat posisi kelas sosial dan politik mereka (Reay, 2022). 

Sebaliknya, pengetahuan yang tidak sesuai dengan kerangka legitimasi ini cenderung terpinggirkan baik 

dalam kurikulum maupun dalam hierarki profesional (Chande, 2023). Dalam konteks pendidikan Islam di 

Indonesia, pendekatan Bourdieusian membantu menjelaskan bagaimana legitimasi pengetahuan Islam 
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dibentuk bukan hanya oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh struktur modal budaya dan dominasi 

epistemik yang berlanjut sejak era kolonial hingga masa reformasi. 

Modernitas yang dibawa kolonialisme menanamkan anggapan bahwa ilmu yang sah harus bersifat 

objektif, terukur, dan dihasilkan melalui metode ilmiah yang terstandarisasi (Kutsi & Arifin, 2023). Dalam 

praktiknya, paradigma ini meminggirkan banyak bentuk keilmuan Islam yang tidak sepenuhnya mengikuti 

format akademik Barat, misalnya takhrij hadis, tafsir, fiqh, dan tasawuf yang bergantung pada konsensus 

ulama, ijazah sanad, dan tradisi lisan (Lumbard, 2025). Dengan demikian, dikotomi antara ilmu umum dan 

ilmu agama berfungsi sebagai relasi kekuasaan: ilmu umum dilegitimasi melalui kurikulum, gelar, dan 

sertifikasi resmi, sementara ilmu agama mengalami degradasi posisi dalam hirarki sosial dan birokrasi 

negara (Chande, 2023). Pendidikan dalam kerangka ini menjadi saluran ideologi modernitas yang 

menegaskan bahwa legitimasi ilmu berada pada institusi yang menggunakan rujukan ilmiah Barat, 

sedangkan keilmuan Islam harus berjuang mendapatkan pengakuan dalam format yang sama. 

Dualisme pendidikan di Indonesia bukan fenomena spontan, ia merupakan warisan struktur sosial-

politik kolonial (Yentür, 2024). Sistem pendidikan Belanda di Hindia Belanda memproduksi dua jalur 

terpisah (Kusdiana, 2023). Jalur pertama adalah pendidikan sekuler Barat yang menyiapkan birokrat dan 

tenaga profesional modern. Jalur kedua adalah pendidikan agama yang sebagian besar berada di luar kendali 

langsung pemerintah kolonial (Yentür, 2024). Sekolah Barat membuka akses ke kelas sosial baru, yaitu 

pegawai negeri, guru, dan profesional yang diakui menurut standar kolonial (Thang et al., 2024). Sementara 

pesantren tetap menjadi pusat pengajaran keislaman tradisional yang semakin terdesak secara sosial dan 

ekonomi karena keterbatasan akses ke jalur karier modern yang diatur negara (Nurazizah et al., 2025). 

Dualisme ini bersifat struktural sekaligus epistemologis: pesantren mempertahankan tradisi keilmuan 

klasik, sedangkan sekolah Barat mengadopsi kurikulum dan metodologi Eropa modern. 

Dinamika tersebut melahirkan dikotomi ilmu umum versus ilmu agama yang berdampak jangka 

panjang. Ilmu umum mulai diasosiasikan dengan modernitas, rasionalitas, kegunaan praktis, dan 

produktivitas ekonomi, sedangkan ilmu agama dipersepsikan sebagai ranah spiritual dan normatif yang 

kurang relevan bagi pembangunan material (Kosim et al., 2023). Akibatnya, lulusan sekolah Barat 

memperoleh legitimasi formal, kehormatan sosial, dan akses ke posisi birokratik dan profesional. Lulusan 

pesantren, meskipun dihormati dalam ranah keagamaan, seringkali tidak memiliki legitimasi formal yang 

setara dalam konteks profesional modern (Nurtawab & Wahyudi, 2022). Dampak dualisme ini terlihat jelas 

dalam marginalisasi pendidikan Islam di ranah kebijakan dan struktur kelas sosial. Pesantren dipandang 

tradisional dan tertinggal sehingga mengalami kesulitan mengakses sumber daya, otoritas kurikuler, dan 

pengakuan ilmiah yang dimiliki sistem pendidikan sekuler. 

Subordinasi epistemologi Islam menjadi lebih nyata pada era pasca-kolonial, khususnya masa 

Orde Baru, ketika sistem pendidikan nasional menekankan ilmu umum dan modernisasi (Chande, 2023). 

Integrasi kurikulum ke dalam administrasi negara, mekanisme sertifikasi profesional, dan standar akreditasi 

secara implisit memosisikan ilmu agama sebagai pelengkap yang tidak setara. Legitimasi pengetahuan 

bergeser dari ulama ke negara dan lembaga pendidikan yang mengadopsi model Barat (Ridwan, 2022). 

Dampaknya, ilmu yang berkembang dalam tradisi pesantren dianggap tidak memenuhi kriteria ilmiah 

modern sehingga kurang diakui di tingkat akademis nasional dan internasional (Mardatillah et al., 2025). 

Sementara itu, legitimasi sosial pendidikan modern terus meningkat sehingga menjadi jalur utama bagi 

mobilitas sosial dan karier profesional. 

Era reformasi membawa perubahan paradigma yang signifikan (Pirdaus et al., 2023). 

Demokratisasi, desentralisasi, dan pluralisme politik membuka ruang bagi pengakuan madrasah dan 

lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Mubadillah, 2024). Berbagai peraturan 

termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa madrasah dan satuan 

pendidikan Islam lain merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang sama (Asiah et al., 2023). 

Pengakuan formal ini menjadi koreksi terhadap marginalisasi pada masa Orde Baru. Namun integrasi yang 

terjadi lebih bersifat administratif dan struktural. Dikotomi epistemologis antara ilmu umum dan ilmu 

agama masih bertahan. Kurikulum madrasah seringkali harus mengadopsi kerangka ilmu umum yang 

sebagian besar diwarisi dari tradisi Barat sehingga epistemologi Islam belum menjadi rujukan primer dalam 

pengembangan pengetahuan (Purba, 2025). Kurikulum madrasah, misalnya, masih harus mengadopsi 

kerangka ilmu umum yang sebagian besar diwarisi dari tradisi Barat, sehingga epistemologi Islam tidak 

benar-benar dijadikan rujukan primer dalam pengembangan pengetahuan. 

Meskipun banyak penelitian membahas sejarah pendidikan Islam di Indonesia, termasuk dualisme 

pendidikan dari masa kolonial hingga reformasi dan kajian tentang madrasah serta pesantren, tinjauan 

terhadap publikasi mutakhir masih menunjukkan celah penting. Studi literatur sistematis tentang dualisme 

pendidikan (Hidayati et al., 2023). mengindikasikan bahwa integrasi kerangka sosiologis, khususnya teori 

Pierre Bourdieu tentang legitimasi simbolik, modal budaya, dan reproduksi sosial untuk menjelaskan 

transformasi dualisme pendidikan dan politik legitimasi pengetahuan Islam masih sangat terbatas. Temuan 

studi terbaru tentang dikotomi pendidikan menyoroti minimnya analisis struktural yang menjelaskan 
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bagaimana sekolah modern berfungsi sebagai arena dominasi modal budaya dan bagaimana pendidikan 

Islam mengalami subordinasi epistemologis sejak era kolonial hingga reformasi (Rizal et al., 2024). 

Akibatnya, banyak kajian cenderung bersifat deskriptif atau normatif filosofis dan kurang memberi 

perhatian pada mekanisme sosiologis reproduksi legitimasi pengetahuan (Habibi & Sholikha, 2025). 

Kekurangan ini menjadi masalah mendesak karena ketimpangan struktural antara ilmu umum dan ilmu 

agama menimbulkan tantangan etis dan sosial yang berkelanjutan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan 

mengapa dikotomi epistemologis tetap bertahan meskipun ada pengakuan formal terhadap madrasah. 

Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis konstruksi dualisme 

pendidikan di Indonesia dari era kolonial hingga reformasi. Studi ini menelusuri bagaimana politik 

pendidikan kolonial Belanda, munculnya sekolah modern, serta posisi pesantren dan madrasah membentuk 

struktur dualisme yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian juga berupaya 

menjelaskan bagaimana dualisme mereproduksi legitimasi pengetahuan Islam dalam konteks di mana 

sekolah modern menjadi arena dominasi modal budaya dan pendidikan Islam mengalami subordinasi 

epistemologis yang berlanjut hingga era reformasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Pierre 

Bourdieu untuk menganalisis transformasi legitimasi pengetahuan Islam, khususnya dalam memahami 

bagaimana struktur kekuasaan pengetahuan dan ketimpangan sosial direproduksi melalui institusi 

pendidikan, serta bagaimana reformasi mengubah legitimasi kelembagaan tanpa sepenuhnya menghapus 

dualisme epistemologis yang masih bertahan. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library 

research) untuk mengkaji transformasi dualisme pendidikan dan politik legitimasi pengetahuan Islam di 

Indonesia dari era kolonial hingga reformasi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan historis-sosiologis: 

pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem pendidikan dan kebijakan 

pendidikan Islam dari masa kolonial, pascakemerdekaan, Orde Baru, hingga reformasi, sedangkan 

pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan, dominasi pendidikan modern, serta 

mekanisme reproduksi sosial dalam legitimasi pengetahuan Islam. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur secara sistematis terhadap karya akademik 

yang relevan. Analisis data dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi temuan 

berdasarkan tema utama, interpretasi teoritis menggunakan kerangka Pierre Bourdieu, serta penarikan 

kesimpulan yang mengintegrasikan dimensi historis dan sosiologis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Konstruksi Dualisme Pendidikan di Indonesia dari Era Kolonial hingga Reformasi 

Dualisme pendidikan di Indonesia bukan bentuk pluralisme lembaga yang netral. Ia merupakan 

konstruksi historis yang dibentuk oleh proyek politik pendidikan kolonial Belanda, lalu direproduksi oleh 

negara pasca-kemerdekaan, dan akhirnya diadaptasi dalam kebijakan era reformasi (Syarif et al., 2025). 

Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda membangun sistem pendidikan yang hierarkis dan 

terpolarisasi. Di satu sisi ada jalur pendidikan sekuler yang ditujukan bagi elit pribumi dan golongan 

administratif. Di sisi lain ada jalur pendidikan agama tradisional yang kebanyakan berada di luar struktur 

pendidikan resmi negara (Warisno et al., 2023). Sekolah Eropa, sekolah Hindia Belanda, dan sekolah rakyat 

dihadirkan sebagai pusat produksi birokrat dan profesional yang loyal kepada kekuasaan kolonial sekaligus 

menjadi simbol modernitas dan otoritas (Thang et al., 2024). Pesantren dan lembaga pendidikan agama 

lainnya tidak diintegrasikan ke dalam kebijakan kolonial sehingga posisinya relatif otonom namun 

terpinggirkan dari akses sumber daya negara dan legitimasi formal. 

Dalam kerangka Pierre Bourdieu, konfigurasi ini dapat dibaca sebagai proses konstruksi legitimasi 

simbolik yang menempatkan ilmu Barat sebagai modal budaya dominan (Fauzi et al., 2026). Sekolah 

modern berfungsi bukan hanya untuk mentransfer kurikulum, tetapi juga untuk memproduksi dan 

mereproduksi modal budaya yang dihargai oleh kekuasaan kolonial, seperti penguasaan bahasa 

administratif, etos birokratis, dan keterampilan rasional instrumental (Kosim et al., 2023). Lulusan sekolah 

tersebut tidak sekadar memperoleh pengetahuan, mereka juga membangun posisi sosial yang lebih kuat 

karena modal budaya mereka selaras dengan kebutuhan administrasi kolonial (Sumanti, 2024). Dengan 

demikian pendidikan modern memperoleh legitimasi simbolik yang dominan karena dianggap penentu 

kemajuan, keteraturan, dan kapasitas pengelolaan masyarakat dalam logika kekuasaan kolonial. Sebaliknya 

pendidikan Islam berbasis pesantren dan lembaga tradisional tidak sepenuhnya mengikuti standar ilmiah 

dan administratif negara sehingga posisinya tersubordinasi dalam struktur pengetahuan kolonial. 

Dari perspektif Bourdieu, dualisme pendidikan bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi 

konfigurasi kekuasaan simbolik yang menetapkan jenis pengetahuan mana yang sah dan bernilai tinggi 

(Kettley & Murphy, 2021). Modal budaya yang dihasilkan sekolah modern, misalnya penguasaan bahasa 

resmi dan keterampilan administratif, lebih mudah diakui sehingga pemiliknya memperoleh keunggulan 
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sosial (Thang et al., 2024). Sekolah modern menjadi pusat reproduksi sosial karena lulusannya memperoleh 

akses ke posisi kekuasaan, status profesional, dan mobilitas sosial. Sebaliknya pesantren dan lembaga 

tradisional, meskipun menghasilkan modal budaya keagamaan yang kuat, tidak mendapat pengakuan yang 

setara dalam struktur kekuasaan kolonial (Fatmawati & Maftuh, 2026). Oleh karena itu pengetahuan 

keagamaan dianggap bernilai moral dan spiritual tetapi kurang dihargai dalam kerangka administratif dan 

negara. 

Munculnya sekolah modern menandai pergeseran dari pendidikan berbasis komunitas menuju 

pendidikan formal yang tersentralisasi dan kelembagaan (Delvia et al., 2025). Sekolah modern hadir 

sebagai instrumen modernisasi yang menegaskan bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai melalui 

pengetahuan Barat dan struktur kelembagaan yang rapi (Puspita et al., 2025). Sekolah ini menjadi pusat 

legitimasi simbolik bagi ilmu yang dianggap rasional, praktis, dan produktif secara ekonomi, sementara 

ilmu tradisional, terutama keagamaan, dipandang kurang relevan untuk pembangunan material (Abdullah 

et al., 2026). Oleh karena itu sekolah modern memproduksi modal budaya yang dihargai sehingga 

lulusannya dianggap lebih siap menghadapi tuntutan kehidupan modern dibandingkan lulusan lembaga 

tradisional. 

Analisis Bourdieu menegaskan bahwa sekolah modern adalah arena dominasi modal budaya 

karena di sana jenis pengetahuan yang bernilai tinggi diproduksi, diakui, dan diwariskan kepada generasi 

berikutnya (Atlı & Cimrin, 2023). Siswa yang menginternalisasi modal budaya dominan, seperti 

penguasaan bahasa resmi dan etos kerja modern, memperoleh keunggulan sosial yang mempermudah 

mobilitas mereka di masa depan (Amka, 2024). Dalam konteks kolonial lulusan sekolah modern lebih 

mudah mengakses birokrasi dan profesi profesional dibandingkan lulusan pesantren, walau lulusan 

pesantren memiliki otoritas keagamaan yang kuat di masyarakat (Kutsi & Arifin, 2023). Dengan demikian 

sekolah modern menjadi pusat reproduksi sosial karena kesuksesan sosial tergantung pada posisi 

kelembagaan yang diperoleh, bukan hanya bakat individu. 

Posisi pesantren dan madrasah pada masa kolonial menunjukkan bahwa dualisme pendidikan 

bukan hanya struktur kelembagaan, tetapi juga konfigurasi epistemologis dan kekuasaan yang 

berkelanjutan (Kosim et al., 2023). Pesantren beroperasi otonom dan berbasis jaringan ulama, sanad, dan 

komunitas lokal sehingga relatif terlepas dari birokrasi pendidikan kolonial (Lumbard, 2025). Madrasah 

yang muncul pada awal abad ke-20 mencoba merespons modernitas dengan menambahkan unsur 

kurikulum modern ke dalam pengajaran agama, tetapi tetap belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari 

sistem pendidikan resmi kolonial (Purba, 2025). Oleh karena itu ilmu yang dihasilkan di pesantren dan 

madrasah dihargai secara keagamaan namun tidak diperlakukan sama dalam struktur pengetahuan negara 

sehingga mengalami subordinasi dalam hirarki resmi. 

Berdasarkan kerangka Bourdieu, legitimasi keilmuan diatur melalui pengakuan negara sementara 

sekolah modern menjadi pusat produksi keilmuan yang dianggap bernilai tinggi. Lembaga pendidikan 

keagamaan tradisional diposisikan sebagai tambahan yang berada di luar pusat kekuasaan ilmiah 

(Suprajitno, 2022). Madrasah berada dalam ruang negosiasi ketika berusaha menyesuaikan diri dengan 

standar negara namun tetap terpinggirkan dari pusat produksi modal budaya dominan (Kusuma et al., 2024). 

Dengan kata lain sekolah modern mendominasi produksi modal budaya sementara pesantren dan madrasah 

diletakkan dalam struktur kelembagaan yang tidak sepenuhnya setara sehingga keilmuan keagamaan 

mengalami subordinasi epistemologis. 

Pascakemerdekaan upaya penataan ulang sistem pendidikan nasional tetap menginternalisasi 

warisan kolonial melalui dominasi ilmu umum dan model sekolah modern (Pirdaus et al., 2023). Kebijakan 

pada masa Orde Lama dan Orde Baru tetap menempatkan ilmu umum sebagai pusat kurikulum sehingga 

madrasah harus menyesuaikan diri dengan standar keilmuan negara (Fatoni et al., 2026). Madrasah 

ditempatkan sebagai jalur alternatif yang berada di luar pusat produksi pengetahuan utama sehingga posisi 

keilmuannya tetap tertekan meskipun ada pengakuan formal melalui penyesuaian kurikulum (Jayadi et al., 

2022). Dalam kerangka Bourdieu hal ini menunjukkan bahwa dualisme pendidikan terus menjadi mesin 

reproduksi sosial karena sekolah modern tetap memproduksi modal budaya yang bernilai tinggi sehingga 

lulusan sekolah umum memiliki keunggulan sosial dibandingkan lulusan madrasah yang tidak memiliki 

sertifikasi yang diakui luas. 

Dengan demikian sistem pendidikan nasional pascakemerdekaan tidak menghapus dualisme tetapi 

mereproduksi dan mengukuhkan posisi kekuasaan sekolah modern sebagai pusat dominasi modal budaya 

(Wafa et al., 2025). Reproduksi sosial terjadi melalui internalisasi dan pewarisan modal budaya yang 

berbeda antar institusi sehingga ketimpangan status sosial dan keilmuan terus berlanjut (Tandiangga & 

Allolayu, 2022). Sekolah modern tetap menjadi pusat legitimasi simbolik bagi ilmu yang dianggap sah, 

sementara pendidikan Islam berada dalam struktur kelembagaan yang dinamis tetapi tidak setara sehingga 

subordinasi epistemologis berlanjut. 

Transformasi pendidikan Islam pada era reformasi menunjukkan bahwa dualisme ini tidak statis, 

tetapi dinamis, dan mengalami perubahan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan (Sumanti, 2024). 
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Reformasi membawa otonomi daerah, desentralisasi, pengakuan madrasah, dan pengembangan perguruan 

tinggi keagamaan seperti IAIN yang bertransformasi menjadi UIN (Muthohirin et al., 2025). Perubahan ini 

memberikan pengakuan kelembagaan yang lebih luas bagi pendidikan Islam sehingga posisinya semakin 

kuat meskipun struktur keilmuan dan kebijakan masih banyak dipengaruhi jalur pendidikan umum 

(Mubarok et al., 2026). Dalam kerangka Bourdieu pengakuan formal tersebut menandai negosiasi ulang 

posisi keilmuan Islam sehingga legitimasi simboliknya meningkat, meskipun tetap berada dalam struktur 

kekuasaan ilmiah yang didominasi sekolah modern. 

Dengan demikian perubahan posisi pendidikan Islam pada era reformasi mencerminkan cara 

negara menegosiasikan ulang keilmuan Islam sehingga pendidikan keagamaan tidak sepenuhnya berada di 

luar pusat kekuasaan ilmiah tetapi menjadi bagian dari struktur kelembagaan yang diakui secara resmi. 

(Chande, 2023). Namun struktur kekuasaan ilmiah yang dominan tidak lenyap sehingga keilmuan Islam 

masih beroperasi dalam kerangka kelembagaan yang diatur oleh sekolah modern meskipun posisinya kini 

lebih kuat (Addina & Hanif, 2025). Secara garis besar dualisme pendidikan di Indonesia dari era kolonial 

hingga reformasi dapat dibaca sebagai konstruksi historis yang berkelanjutan, di mana pendidikan modern 

memperoleh legitimasi simbolik dominan sementara pendidikan Islam mengalami perubahan kelembagaan 

tetapi tetap menghadapi subordinasi epistemologis yang berkelanjutan. 

B. Reproduksi Legitimasi Pengetahuan Islam dalam Sistem Pendidikan Indonesia 

Dalam sistem pendidikan Indonesia, hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem 

pendidikan Indonesia melampaui perbedaan isi kurikulum. Hubungan itu juga mencerminkan konfigurasi 

kekuasaan dalam produksi dan legitimasi pengetahuan (Husaeni, 2023). Sejak masa Orde Baru, kebijakan 

pendidikan yang berorientasi pada pembangunan modern menempatkan ilmu umum, terutama ilmu 

eksakta, sosial, dan teknik, sebagai poros kurikulum nasional. Ilmu agama sering diklasifikasikan sebagai 

muatan penunjang yang bersifat normatif dan moral (Anjasari, 2022). Dalam praktiknya, lulusan sekolah 

umum yang mengikuti jalur pendidikan formal berbasis kurikulum nasional lebih mudah memperoleh 

pengakuan resmi, akses ke birokrasi, profesi, dan industri, serta reputasi karier yang lebih tinggi 

dibandingkan lulusan lembaga pendidikan berbasis keislaman. Lulusan terakhir ini mungkin memiliki 

otoritas keagamaan kuat di komunitasnya, tetapi umumnya kurang diakui dalam ranah profesional formal 

(Chande, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur keilmuan diatur bukan hanya oleh kebijakan, 

tetapi juga oleh logika kekuasaan yang menentukan jenis ilmu yang bernilai tinggi secara sosial dan 

ekonomi. 

Melalui lensa Pierre Bourdieu, fenomena tersebut dapat dibaca sebagai bentuk reproduksi modal 

budaya, di mana sekolah modern menjadi pusat produksi dan distribusi modal budaya yang dihargai oleh 

negara, pasar, dan struktur sosial yang lebih luas (Kosim et al., 2023). Modal budaya, menurut Bourdieu, 

bukan semata pengetahuan formal. Modal budaya juga mencakup cara berpikir, keterampilan, etos, dan 

bahasa yang sesuai dengan kebutuhan birokrasi dan kehidupan modern (Xie, 2025). Di Indonesia, sekolah 

umum dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri berfungsi sebagai institusi yang menginternalisasi 

dan menyebarkan modal budaya ini sehingga lulusannya memperoleh keunggulan dalam persaingan sosial 

dan karier (Chande, 2023). Sebaliknya, ilmu agama di pesantren dan madrasah memiliki modal budaya 

sendiri, seperti otoritas keagamaan, sanad ilmu, tradisi lisan, dan kredensial moral, namun modal tersebut 

tidak selalu mendapat pengakuan setara dalam struktur keilmuan resmi karena tidak sepenuhnya sesuai 

dengan format dan standar sekolah modern (Akhiruddin et al., 2025). Dengan demikian, dualisme 

pendidikan memperkuat legitimasi ilmu umum dan meminggirkan keilmuan Islam, sehingga posisi 

pendidikan Islam menjadi ambigu dan ambivalen. 

Ilmu umum yang menjadi poros kurikulum nasional menempatkan sekolah modern bukan hanya 

sebagai tempat pengajaran, tetapi juga sebagai arena legitimasi keilmuan (Suprajitno, 2022). Pendidikan 

modern menjadi simbol prestise sosial karena lulusannya lebih mudah mengakses status profesional, 

jabatan birokrasi, dan posisi sosial yang diakui luas. Dari perspektif Bourdieu, sekolah modern 

mendominasi produksi modal budaya karena menghasilkan individu dengan keterampilan, orientasi, dan 

gaya yang selaras dengan kebutuhan kekuasaan dan ekonomi modern (Sumanti, 2024). Modal budaya 

seperti penguasaan bahasa administratif, rasionalitas instrumental, dan keterampilan teknis dinilai lebih 

tinggi daripada modal budaya keagamaan yang dihasilkan pesantren dan madrasah. Oleh sebab itu 

keberhasilan sosial sering diukur berdasarkan latar belakang sekolah umum, bukan latar keilmuan 

keagamaan. 

Posisi madrasah dalam sistem pendidikan menunjukkan dinamika reproduksi legitimasi keilmuan 

yang berkelanjutan (Rahmadani, 2023). Kebijakan seperti SKB Tiga Menteri pada 1975 dan perluasan 

regulasi pasca reformasi memberi pengakuan formal terhadap madrasah melalui penyamaan ijazah, 

penyesuaian komposisi kurikulum, dan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional (Kosim et 

al., 2023). Dalam praktiknya madrasah menempati posisi ganda. Di satu sisi lembaga ini harus 

menyesuaikan diri dengan standar ilmu umum, bahasa pengantar, dan format keilmuan resmi. Di sisi lain 

madrasah berupaya mempertahankan identitas keagamaan sebagai nilai inti yang membedakannya dari 
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sekolah umum (Anas et al., 2026). Dalam kerangka Bourdieu, madrasah beroperasi di arena reproduksi 

modal budaya di mana mereka menghasilkan lulusan dengan kombinasi modal budaya keagamaan dan 

modal budaya modern, sekaligus menegosiasikan legitimasi mereka dalam struktur kelembagaan yang 

didominasi sekolah umum. Dengan demikian madrasah menjadi arena negosiasi legitimasi, bukan sekadar 

arena reproduksi yang sederhana. 

Dalam perspektif Bourdieu, perubahan posisi madrasah menunjukkan bahwa reproduksi sosial 

berlangsung secara tidak linier namun berkelanjutan dan dinamis (Sumanti, 2024). Keluarga yang memiliki 

akses ke sekolah modern biasanya berasal dari latar sosial-ekonomi lebih kuat sehingga mampu 

mewariskan modal budaya yang cocok dengan tuntutan sistem pendidikan modern (Akhiruddin et al., 

2025). Sebaliknya, keluarga yang bergantung pada pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah 

swasta, sering kali lebih rentan secara ekonomi sehingga keberhasilan pendidikan mereka bergantung pada 

kemampuan menegosiasikan modal budaya keagamaan ke dalam sistem yang dihargai oleh jalur karier 

profesional dan birokrasi (Anas et al., 2026). Dalam konteks ini dualisme pendidikan mereproduksi relasi 

kekuasaan, di mana sekolah modern menjadi pusat dominasi modal budaya dan prestise, sedangkan 

pendidikan Islam terus menegosiasikan legitimasi baik di tingkat kelembagaan maupun praktik sehari hari. 

Relasi antara pendidikan dan status sosial menegaskan bahwa reproduksi modal budaya berjalan 

melalui struktur kelembagaan yang berbeda (Gamsu, 2022). Lulusan sekolah umum, terutama perguruan 

tinggi negeri, cenderung menempati posisi lebih tinggi dalam pasar kerja, jabatan publik, dan jaringan 

profesional dibandingkan lulusan lembaga pendidikan berbasis keislaman yang tidak memiliki jalur formal 

ke dalam sistem keilmuan modern dan birokrasi negara (Rodin et al., 2025). Dalam kerangka Bourdieu ini 

berarti sekolah modern bukan sekadar lembaga edukatif tetapi juga mesin reproduksi status sosial bagi 

pemilik modal budaya yang diakui negara dan pasar. Penguasaan bahasa administratif, rasionalitas, dan 

keterampilan teknis memberi akses lebih mudah ke mobilitas sosial vertikal (Thang et al., 2024). Dalam 

konteks ini, pendidikan modern menjadi simbol prestise sosial, sekaligus menjadi alat reproduksi kekuasaan 

yang menempatkan segelintir kelompok sebagai pemilik modal budaya dominan. 

Dalam kerangka yang sama, pendidikan Islam berada dalam proses negosiasi yang terus berjalan 

untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas (Latief et al., 2021). Lulusan pesantren dan madrasah yang 

kurang memiliki sertifikasi atau gelar yang diakui secara luas sering mengalami kesulitan menempati posisi 

strategis di birokrasi, profesi, atau industri formal meskipun memiliki otoritas keagamaan kuat di komunitas 

lokal (Kutsi & Arifin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi keilmuan tidak hanya ditentukan oleh 

kualitas pengetahuan tetapi juga oleh keterhubungan dengan struktur kelembagaan dan kekuasaan. Oleh 

karena itu keilmuan yang dihasilkan pesantren dan madrasah sering diakui terutama dalam konteks 

keagamaan, bukan dalam ranah keilmuan resmi nasional (Gauchat, 2023). Dengan demikian dualisme 

pendidikan memperkuat posisi sekolah modern sebagai pusat dominasi modal budaya sementara 

pendidikan Islam terus menegosiasikan legitimasi sosial dan kelembagaan. 

Dalam gambaran yang lebih luas hubungan pendidikan dan status sosial menunjukkan bahwa 

mobilitas sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh jalur pendidikan yang ditempuh (Akhiruddin et al., 

2025). Keluarga yang mampu memasukkan anak ke jalur pendidikan umum, khususnya perguruan tinggi 

negeri, cenderung mewariskan modal budaya yang memperkuat posisi sosial anak mereka (Sumanti, 2024). 

Sebaliknya keluarga yang mengandalkan pendidikan Islam sering lebih rentan sehingga keberhasilan 

bergantung pada kemampuan menegosiasikan keilmuan mereka ke dalam struktur kelembagaan berbasis 

ilmu modern (Latief et al., 2021). Dalam perspektif Bourdieu reproduksi sosial terjadi melalui pewarisan 

dan internalisasi modal budaya yang berbeda antar institusi pendidikan, sehingga ketimpangan status sosial 

terus berlanjut. 

Dualisme pendidikan Indonesia berarti lebih dari sekadar dua jalur pendidikan. Dualisme ini 

menggambarkan dua konfigurasi kekuasaan yang berbeda dalam memproduksi dan mengakui keilmuan 

(Latief et al., 2021). Sekolah modern menjadi pusat dominasi modal budaya dan prestise sosial sementara 

pendidikan Islam terus berada dalam proses negosiasi legitimasi keilmuan baik di tingkat kelembagaan 

maupun praktik sosial. (Anas et al., 2026). Dalam kerangka Bourdieu reproduksi sosial berlangsung bukan 

hanya melalui pewarisan ekonomi tetapi juga melalui pewarisan modal budaya yang diatur oleh sistem 

pendidikan sehingga struktur keilmuan dan struktur sosial saling memperkuat. (Reay, 2022). Dengan 

demikian dualisme pendidikan menjadi mekanisme utama reproduksi legitimasi pengetahuan dan status 

sosial, di mana pendidikan modern mendominasi arena modal budaya sementara pendidikan Islam terus 

mencoba mendapatkan pengakuan yang setara. 

C. Transformasi Legitimasi Pengetahuan Islam dalam Perspektif Pierre Bourdieu 

Transformasi legitimasi pengetahuan Islam dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 

Reformasi berlangsung secara bertahap dan tidak serta-merta menghapus struktur dualisme pendidikan 

yang telah terbentuk sejak masa kolonial (Abrar & Zuliana, 2021). Meski demikian, periode Reformasi 

menghadirkan perubahan penting melalui berbagai kebijakan yang memberikan pengakuan formal terhadap 

posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 2023) . Pengakuan tersebut 
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terlihat dari diakuinya madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, meluasnya akses terhadap 

pendidikan tinggi keagamaan, serta kebijakan desentralisasi dan demokratisasi yang membuka ruang lebih 

besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang secara mandiri (Niswah et al., 2025). Dengan 

demikian, pendidikan Islam tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian yang sah 

dari struktur pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

dan berbagai regulasi pendidikan lainnya (Latief et al., 2021). Perubahan ini menunjukkan bergesernya cara 

negara menempatkan dan mengakui keilmuan Islam dalam kebijakan serta kelembagaan pendidikan. 

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pengakuan formal terhadap pendidikan Islam dapat dipahami 

sebagai perubahan dalam struktur legitimasi simbolik (R. Susanti et al., 2025). Bourdieu menjelaskan 

bahwa legitimasi simbolik tidak hanya berkaitan dengan pengakuan negara, tetapi juga menyangkut 

penghargaan, kepercayaan, dan penerimaan yang diberikan masyarakat terhadap suatu bentuk pengetahuan 

atau lembaga pendidikan (Abrar & Zuliana, 2021). Dalam konteks ini, pendidikan Islam mulai memperoleh 

posisi yang lebih kuat sebagai bagian dari struktur keilmuan yang diakui secara nasional (Akhiruddin et al., 

2025). Madrasah dan perguruan tinggi keagamaan tidak lagi berada di luar pusat produksi pengetahuan 

yang sah, melainkan telah menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang memperoleh legitimasi negara. 

Meskipun demikian, perluasan legitimasi tersebut tetap berlangsung dalam struktur pendidikan yang masih 

didominasi oleh sekolah dan perguruan tinggi umum. 

Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pengetahuan Islam kini berkembang 

dalam ruang kelembagaan yang diatur oleh negara melalui regulasi, akreditasi, dan standar nasional 

pendidikan  (Puspita et al., 2025). Namun, penguatan posisi kelembagaan ini tidak berarti berakhirnya 

dualisme pendidikan. Sebaliknya, pengakuan formal tersebut menjadi bagian dari proses negosiasi 

kekuasaan dalam arena pendidikan nasional (D. Susanti et al., 2025). Pendidikan Islam memang mulai 

memasuki arena kekuasaan simbolik yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh pendidikan umum, tetapi 

belum sepenuhnya mengubah struktur legitimasi keilmuan yang telah lama mapan. 

Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) 

merupakan salah satu indikator penting dari transformasi legitimasi kelembagaan pendidikan Islam 

(Muwaffiqillah & Ningtyas, 2023). Perubahan ini menunjukkan perluasan orientasi akademik dari yang 

semula berfokus pada studi keislaman menuju pengembangan berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial, 

sains, ekonomi, dan teknologi (Afrizal, 2022). Oleh karena itu, transformasi IAIN menjadi UIN tidak 

sekadar perubahan nomenklatur, melainkan juga mencerminkan perubahan epistemologis dan 

kelembagaan. Pendidikan Islam tidak lagi hadir sebagai sistem keilmuan yang terbatas pada studi agama, 

tetapi menjadi bagian dari struktur universitas modern yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu 

(Syaifurrohman, 2021). Kondisi ini memungkinkan UIN menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

keagamaan sekaligus kemampuan akademik dan profesional yang dibutuhkan dalam berbagai sektor 

kehidupan. 

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, transformasi IAIN menjadi UIN menunjukkan pergeseran 

posisi pendidikan Islam dari wilayah yang relatif marginal menuju posisi yang lebih kuat dalam hierarki 

pendidikan tinggi nasional (Afrizal, 2022). UIN memperoleh modal budaya yang lebih luas melalui 

penguatan akreditasi, publikasi ilmiah, serta kerja sama akademik dengan berbagai institusi pendidikan 

umum (Sumanti, 2024). Perkembangan ini menunjukkan perubahan cara pengetahuan Islam 

diorganisasikan dan dinilai. Keilmuan Islam tidak lagi hanya bertumpu pada otoritas tradisi keagamaan, 

tetapi juga berpartisipasi dalam kompetisi akademik yang menggunakan standar ilmiah modern (Latief et 

al., 2021). Meskipun demikian, dominasi universitas umum dalam struktur pendidikan tinggi nasional 

masih tetap kuat sehingga hegemoni ilmu umum belum sepenuhnya tergeser. 

Aspek lain yang menonjol dalam transformasi legitimasi pendidikan Islam adalah berkembangnya 

paradigma integrasi ilmu di madrasah dan UIN (Akhiruddin et al., 2025). Secara historis, integrasi ini 

diwujudkan melalui penguatan mata pelajaran dan program studi umum dalam kurikulum pendidikan Islam 

sehingga lulusan memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia profesional (Anas et 

al., 2026). Dalam perspektif Bourdieu, strategi tersebut dapat dipahami sebagai upaya reproduksi dan 

penguatan modal budaya melalui penyesuaian dengan standar pengetahuan modern yang berlaku dalam 

sistem pendidikan nasional (Muthohirin et al., 2025). Akibatnya, madrasah dan UIN menjadi institusi yang 

menghasilkan modal budaya ganda, yaitu penguasaan ilmu keagamaan dan ilmu umum secara bersamaan. 

Modal ganda ini memberikan fleksibilitas bagi lulusan untuk bergerak dalam berbagai arena sosial dan 

profesional. 

Secara lebih luas, Reformasi telah mengubah struktur legitimasi kelembagaan pendidikan Islam 

secara berkelanjutan (Latief et al., 2021). Berbagai kebijakan yang lahir pada periode ini memperkuat posisi 

pendidikan Islam sebagai bagian yang sah dari sistem pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 2023). 

Dampaknya tidak hanya terlihat pada penguatan status kelembagaan, tetapi juga pada meningkatnya akses 

lulusan lembaga pendidikan Islam terhadap pendidikan tinggi, lapangan kerja, dan berbagai peluang 
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profesional lainnya (Nurazizah et al., 2025). Dengan demikian, Reformasi mencerminkan perubahan dalam 

cara negara menegosiasikan posisi keilmuan Islam dalam struktur pendidikan nasional. 

Dalam analisis Bourdieu, perubahan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam 

berhasil memperoleh legitimasi yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya (Trisnani & Mariyam, 

2026). Madrasah dan UIN kini memiliki peran yang semakin signifikan dalam menghasilkan lulusan yang 

diakui dalam sistem pendidikan tinggi dan pasar kerja modern (Muthohirin et al., 2025). Akan tetapi, 

penguatan posisi ini tidak menghilangkan dominasi sekolah modern dan perguruan tinggi umum sebagai 

pusat utama produksi pengetahuan yang sah (Iris, 2025). Dengan kata lain, pendidikan Islam telah 

memperoleh ruang yang lebih luas, tetapi masih beroperasi dalam struktur kekuasaan keilmuan yang 

sebagian besar dibentuk oleh paradigma ilmu umum. 

Secara keseluruhan, transformasi legitimasi pengetahuan Islam pada era Reformasi menunjukkan 

pergeseran bertahap dari posisi marginal menuju posisi yang lebih kuat dalam struktur pendidikan nasional 

(Yasin & Tamim, 2026). Dari perspektif Bourdieu, perubahan ini mencerminkan perluasan legitimasi 

simbolik dan kelembagaan pendidikan Islam. Sementara itu, dalam perspektif Barth, perkembangan 

tersebut menunjukkan bahwa validitas keilmuan Islam semakin ditentukan oleh standar akademik modern, 

seperti publikasi ilmiah, akreditasi, dan pengakuan institusional, selain tetap mempertimbangkan otoritas 

keagamaan (Hayadin et al., 2025). Integrasi ilmu yang berkembang di madrasah dan UIN semakin 

memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem keilmuan modern. Namun, berbagai 

perubahan tersebut belum sepenuhnya menghapus dualisme epistemologis yang telah lama mengakar 

dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan Islam memang telah memperoleh legitimasi yang lebih 

luas, tetapi masih beroperasi dalam struktur keilmuan nasional yang didominasi oleh paradigma pendidikan 

umum.  

 

KESIMPULAN 
Dualisme pendidikan di Indonesia bukanlah fenomena spontan. Ia merupakan konstruksi historis 

yang bermula dari politik pendidikan kolonial Belanda, dipertahankan oleh sistem pendidikan nasional 

pasca-kemerdekaan, dan kemudian menyesuaikan diri dalam kebijakan era reformasi. Dalam konfigurasi 

ini pendidikan modern memperoleh legitimasi simbolik yang dominan sebagai pusat produksi dan 

redistribusi modal budaya. Sementara itu pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah, mengalami 

subordinasi epistemologis yang berkelanjutan meskipun posisi kelembagaannya cenderung menguat pada 

masa reformasi. 

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, dualisme itu terus berfungsi sebagai mesin reproduksi 

struktur legitimasi pengetahuan. Sekolah modern menjadi arena dominasi modal budaya dan simbol 

prestise sosial. Ilmu agama ditempatkan pada tingkat hierarki yang lebih rendah. Dari perspektif reproduksi 

sosial menurut Bourdieu, struktur ini memperkuat ketimpangan status sosial. Lulusan sekolah modern lebih 

mudah mengakses birokrasi, profesi, dan modal budaya bernilai tinggi. Sebaliknya lulusan pendidikan 

Islam harus terus menegosiasikan legitimasi keilmuan mereka dalam kerangka yang ditetapkan oleh 

sekolah modern. 

Melihat transformasi pada era reformasi, legitimasi keilmuan Islam memang berubah secara 

bertahap melalui pengakuan formal, perkembangan IAIN menjadi UIN, dan integrasi ilmu. Namun 

perubahan kelembagaan ini tidak serta merta menghapus struktur kekuasaan ilmiah yang didominasi ilmu 

umum. Dengan kata lain posisi kelembagaan pendidikan Islam menjadi lebih kuat, tetapi dualisme 

epistemologis tetap bertahan karena sekolah modern masih berfungsi sebagai pusat legitimasi simbolik dan 

reproduksi modal budaya. 
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